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Kejahatan terorganisir transnasional merupakan salah satu isu penting yang memerlukan kerja 
sama antar negara untuk memeranginya. Bentuk kerja sama ini dapat berupa bilateral, 
multilateral, regional, dan sebagainya. Kerja sama antar negara untuk penanggulangan kejahatan 
terorganisir transnasional juga dapat dilihat dari jenis kejahatan yang menjadi fokus dari kerja 
sama tersebut, contohnya: perdagangan manusia. Kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu 
wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Akan tetapi, di kawasan Asia sendiri 
tidak ada institusi regional yang dapat memayungi seluruh wilayah. Salah satu bentuk kerja sama 
negara-negara di kawasan Asia untuk memerangi perdagangan manusia adalah Coordinated 
Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT). Ini merupakan sebuah bentuk inisiatif 
yang diprakarsai oleh negara-negara yang berada di dekat Sungai Mekong di mana banyak terjadi 
kasus perdagangan manusia. Ada berbagai faktor penyebab kasus perdagangan manusia tetapi 
tidak adanya tindakan tegas dari institusi regional menjadikan pemberantasan isu perdagangan 
manusia menjadi sulit dilakukan. Dikarenakan sebagian besar negara yang tergabung dalam 
COMMIT merupakan negara anggota ASEAN, inisiatif ini dapat dijadikan sebagai sebuah awal 
bagi ASEAN dalam hal kaitannya dengan komunitas politik dan keamanannya untuk 
mengembangkan sebuah platform yang dapat mengambil tindakan tegas untuk memerangi 
perdagangan manusia yang terjadi di regional Asia Tenggara. 
 





Perdagangan manusia merupakan sebuah bentuk kejahatan terorganisir transnasional dan 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan manusia telah terjadi sejak adanya 
perbudakan dan berlanjut hingga sekarang ini, sehingga perdagangan manusia juga sebagai 
sebuah bentuk perbudakan modern (Wheaton, Schauer, & Galli, 2010). Perdagangan 
manusia merupakan sebuah isu yang sangat kompleks sehingga sulit untuk ditanggulangi 
dan memerlukan berbagai pendekatan untuk mengatasinya. Salah satu penyebab isu 
perdagangan manusia sulit untuk diatasi adalah tidak adanya konsensus terkait definisi 
perdagangan manusia, hingga pada tahun 2000 United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) mengadakan sebuah konferensi di Palermo yang menghasilkan the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime, dan Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Berdasarkan 
artikel 3, perdagangan manusia didefinisikan oleh protokol ini sebagai (UNODC, 2004): 
 
The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by 
means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of 
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fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the 
giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person 
having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation 
shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other 
forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar 
to slavery, servitude or the removal of organs. 
 
Definisi yang perdagangan manusia yang diberikan oleh protokol ini mengindikasikan ada 
tiga elemen utama yang terdapat di dalam perdagangan manusia, yaitu: tindakan, sarana, 
dan tujuan (Aronowitz, 2009; Makisaka, 2009; UNODC, 2004). Dengan kata lain, 
perdagangan manusia dapat dinyatakan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan 
seseorang untuk tujuan eksploitasi, dan mendapatkan orang tersebut dengan menggunakan 
cara-cara yang melanggar hukum. 
 
Perdagangan manusia merupakan sebuah isu yang sangat kompleks dan tidak ada satu 
negara yang terbebas dari isu ini. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh 
International Labour Organization (ILO), diperkirakan setidaknya ada 12 juta orang yang 
menjadi korban dalam hal kerja paksa dan sebanyak 2 juta dari jumlah total tersebut 
merupakan orang-orang yang dieksploitasi sebagai akibat dari perdagangan manusia (ILO, 
2005). Akan tetapi, jumlah ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah acuan yang pasti karena 
jumlah ini bisa saja hanya merupakan puncak gunung es dari perdagangan manusia yang 
sesungguhnya terjadi. Menghitung jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi 
merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk diketahui dengan pasti, tetapi perdagangan 
manusia dianggap menjadi salah satu bisnis ilegal yang sangat menguntungkan setelah 
perdagangan narkoba dan senjata api. Diperkirakan jumlah total keuntungan yang berasal 
dari penggunaan pekerja paksa mencapai 150 milyar dolar per tahun (ILO, 2014). 
Keuntungan yang didapat dari perdagangan manusia mayoritas berasal dari kawasan Asia, 
dengan dua per tiga keuntungan tersebut berasal dari eksploitasi seksual (ILO, 2014). 
 
Dalam makalah ini, melalui studi literatur terkait perdagangan manusia dan subwilayah 
Mekong Raya, penulis akan membahas tentang kerja sama yang dilaksanakan oleh negara-
negara yang berada di dekat Sungai Mekong. Perdagangan manusia terjadi kapan pun dan di 
berbagai tempat di seluruh dunia, dan kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai pusat 
terbesar bisnis ilegal ini (Perry & McEwing, 2013). Oleh karena itu, pembahasan tentang 
kerja sama negara-negara di subwilayah Mekong Raya ini akan dibahas karena kerangka 
kerja sama yang dilakukan dinilai berhasil dan merupakan satu-satunya kerja sama sub-
wilayah dalam penanggulangan perdagangan manusia. 
 
Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya 
 
Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional. 
Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami definisi kejahatan terorganisir 
transnasional adalah dengan melihatnya sebagai dua konsep besar, yaitu kejahatan 
terorganisir transnasional dilihat sebagai sebuah entitas dan sebagai sebuah aktivitas. 
Sebagai sebuah entitas, kejahatan terorganisir transnasional didefinisikan sebagai sebuah 
perangkat entitas terorganisir yang melakukan berbagai aktivitas komersial yang 
dipersatukan dan didasari dengan model bisnis yang disebut dengan protection racket 
(Shelley, 2005). Sedangkan sebagai sebuah aktivitas, kejahatan terorganisir transnasional ini 
dapat meliputi perdagangan manusia atau obat-obatan, penyelundupan manusia, pencucian 
uang, perdagangan senjata, serta kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah 
kelompok kejahatan tanpa melihat struktur atau ukuran organisasi kejahatan tersebut (Lin, 
2010). Adapun UNODC mendefinisikan kelompok kriminal sebagai (UNODC, 2004): 
 
A structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting 
in concert with the aim of committing one or more serious crime or offences 
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established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or 
indirectly, a financial or other material benefit. 
 
Kelompok kriminal ini dapat dikatakan bersifat transnasional jika memiliki salah satu dari 
karakteristik berikut ini, yaitu kejahatan tersebut: dilakukan di lebih satu negara; dilakukan 
di satu negara, tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, arahan, dan kontrolnya 
dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan kelompok kriminal 
terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih satu negara; dilakukan di satu 
negara, tetapi memiliki efek substansial di negara lain. Dengan demikian, berdasarkan 
pemaparan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kejahatan terorganisir transnasional 
merupakan sebuah kelompok kriminal yang memiliki karakteristik transnasional. 
 
Perdagangan manusia sudah ada sejak lama dan di dalam dunia kontemporer, perdagangan 
manusia ini disebut juga sebagai sebuah bentuk perbudakan modern. Ada berbagai hal yang 
mendorong perdagangan manusia sebagai sebuah kejahatan terorganisir transnasional ini 
tetap berlangsung hingga sekarang ini. Globalisasi dipandang menjadi salah satu faktor 
pendorong kelangsungan dan berkembangnya perdagangan manusia. Fenomena globalisasi 
dianggap telah mengaburkan batas wilayah dan negara sehingga menjadikan perdagangan 
manusia sebagai sebuah tantangan dan isu yang semakin kompleks serta memerlukan 
berbagai pendekatan untuk penanggulangannya. Globalisasi dinilai menguntungkan 
perdagangan manusia karena fenomena global ini telah menciptakan sebuah rantai 
permintaan dan penawaran yang mendukung terjadinya perdagangan manusia (Nagle, 
2008), dan kemudahan dalam mobilisasi lintas wilayah menyebabkan penanggulangan 
perdagangan manusia menjadi sebuah isu yang menantang. Oleh karena itu, walaupun 
perdagangan manusia tidak selalu terjadi secara lintas batas, penanggulangan perdagangan 
manusia memerlukan kerja sama antar negara karena sebagai sebuah kejahatan terorganisir 
transnasional, perdagangan manusia dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 
 
Keuntungan yang sangat tinggi juga menjadikan perdagangan manusia sebagai sebuah 
bisnis ilegal yang memiliki daya tarik. Estimasi keuntungan yang didapatkan dari 
perdagangan manusia per tahunnya mencapai lebih dari 150 milyar dolar (ILO, 2014). Dari 
nominal yang besar ini, profit terbesar dihasilkan oleh perdagangan manusia yang terjadi 
kawasan Asia Pasifik dan diikuti oleh wilayah Uni Eropa (ILO, 2014; Kar & Spanjers, 2017). 
Di kawasan Asia Pasifik sendiri, salah satu wilayah yang diindikasikan memiliki jumlah 
kasus perdagangan manusia terbesar terjadi di wilayah yang berada di sekitar Sungai 
Mekong atau disebut dengan nama Subwilayah Mekong Raya atau the Greater Mekong 
Subregion (GMS). Subwilayah Mekong Raya ini dibentuk pada tahun 1992 dan pada 
awalnya merupakan sebuah inisiatif kerja sama ekonomi yang bertujuan untuk mendukung 
enam negara yang terhubung dan berada di sekitar Sungai Mekong dalam hal implementasi 
proyek dengan skala prioritas yang tinggi (Greater Mekong Subregion Secretariat, 2019). 
Adapun enam negara yang termasuk dalam subwilayah Mekong Raya ini adalah: Kamboja; 
Cina, terutama Provinsi Yunnan dan wilayah otonomi Guangxi Zhuan; Laos; Myanmar; 
Thailand; Vietnam. 
 
Beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi di dalam subwilayah Mekong Raya 
adalah sebagai berikut (World Vision International, 2013): (1) Pria dan anak laki-laki yang 
berasal dari Kamboja, Laos, dan Myanmar dieksploitasi dan menjadi korban perdagangan 
manusia di kapal ikan yang berlayar di perairan Thailand, Malaysia, dan Indonesia. (2) Pria 
dan wanita terlibat dalam eksploitasi di pabrik, pertambangan, konstruksi, perkebunan dan 
pertanian ilegal. (3) Anak laki-laki dan perempuan yang berasal dari Kamboja dan Myanmar 
dieksploitasi serta dipaksa untuk mengemis dan menjual bunga di pusat kota Thailand. (4) 
Wanita dan anak perempuan yang berasal dari Laos dipaksa dalam eksploitasi seksual dan 
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pekerjaan domestik di Thailand. (5) Wanita dan anak perempuan yang berasal dari 
Myanmar dan Vietnam diperdagangkan ke Cina untuk dinikahkan secara paksa. (6) Bayi-
bayi diculik dan kemudian diperdagangkan ke Cina untuk adopsi. 
 
Meskipun beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi di subwilayah Mekong Raya 
ini telah diketahui, tetapi tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya bentuk 
perdagangan manusia lainnya yang terjadi di subwilayah tersebut yang masih belum bisa 
diidentifikasi. Hal ini dapat terjadi karena perdagangan manusia sebagai sebuah kejahatan 
terorganisir transnasional akan dilakukan secara rahasia serta terus beradaptasi untuk 
menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya sehingga dapat menghindar dari upaya 
penegakan hukum. 
 
Faktor Pendorong Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya 
 
Perdagangan manusia merupakan sebuah isu yang sangat kompleks dan dapat terjadi 
dikarenakan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang secara umum dianggap menjadi 
pendorong terjadinya perdagangan manusia adalah kemiskinan, akses yang kurang terhadap 
pendidikan, kesempatan yang terbatas atau tidak adanya kesempatan, serta tidak memiliki 
ilmu pengetahuan dan informasi terkait perdagangan manusia (Emmers, 2004). Dari 
beberapa faktor pendorong yang telah disebutkan, faktor ekonomi diindikasikan sebagai 
penyebab utama terjadinya perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, terutama di 
subwilayah Mekong Raya. Kondisi ekonomi yang tidak memadai kemudian diperburuk 
dengan terjadinya krisis keuangan yang berlangsung pada tahun 1997-1998. Pada saat krisis 
keuangan ini terjadi, negara-negara yang termasuk di dalam subwilayah Mekong Raya 
mengalami kesulitan sosio-ekonomi dan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah 
kasus perdagangan manusia yang terjadi di dalam subwilayah ini. Ekonomi memang 
memegang peran yang sangat penting dan faktor ekonomi ini bisa dikatakan sebagai 
pendorong utama terjadinya perdagangan manusia. Akan tetapi, pada kasus perdagangan 
manusia yang terjadi di dalam subwilayah Mekong Raya dan juga pada kawasan lainnya, 
faktor-faktor lain juga berpengaruh dan bisa menjadi faktor pendorong. Subwilayah Mekong 
Raya merupakan salah satu area yang menjadi pusat perdagangan manusia terbesar di Asia 
Tenggara (Klein, 2012). Pada kasus perdagangan manusia di subwilayah ini, selain faktor 
ekonomi, dapat dipertimbangkan bahwa faktor geografis bisa menjadi faktor pendorong dan 
memfasilitasi terjadinya kejahatan transnasional ini. Keberadaan Sungai Mekong yang 
mengalir di dekat enam negara tampaknya telah menjadikan sungai ini sebagai moda 
transportasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi terjadinya perdagangan manusia di 
subwilayah Mekong Raya. 
 
Selain faktor ekonomi dan geografi yang dapat menjadi pendorong perdagangan manusia, 
institusi regional juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting lainnya. Di 
Asia, tidak ada institusi regional yang dapat memayungi seluruh wilayah Asia yang luas. 
Tidak adanya lembaga menyeluruh dapat mengakibatkan sulitnya menegakkan, 
mempromosikan, dan mengambil tindakan tegas terkait perdagangan manusia di wilayah 
Asia. Perdagangan manusia merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi 
manusia dan pemantauan terhadap hak asasi manusia yang tidak memadai dalam ruang 
lingkup regional dapat dijadikan sebagai sebuah fasilitator untuk pergerakan manusia yang 
kemudian mengakibatkan terjadinya perdagangan manusia (Klein, 2012). Walaupun tidak 
ada sebuah institusi yang dapat menaungi seluruh wilayah Asia, di wilayah Asia Tenggara 
sebenarnya telah dibentuk sebuah lembaga hak asasi manusia regional yang berada di 
bawah naungan ASEAN yaitu ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights 
(AICHR).  
 
Sebagai sebuah institusi hak asasi manusia regional, AICHR tentunya memiliki fokus pada 
isu hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara dengan mandat mempromosikan hak asasi 
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manusia. Akan tetapi, mandat yang dimiliki oleh AICHR ini di satu sisi juga dapat 
dipertimbangkan sebagai sebuah keterbatasan yang dimiliki oleh AICHR untuk mengambil 
tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, negara-
negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara dan tergabung di dalam ASEAN 
menjunjung tinggi kedaulatan dan prinsip non-intervensi setiap anggota. Oleh karena itu, 
AICHR juga tidak dapat melakukan intervensi pada saat terjadi kasus yang melibatkan 
pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip negara anggota ASEAN yang menjunjung tinggi 
kedaulatan dan non-intervensi dapat dipahami jika melihat latar belakang sejarah yang 
dimiliki oleh negara-negara anggota. Akan tetapi, mungkin dapat diberikan sebuah 
pengecualian untuk isu-isu tertentu, seperti perdagangan manusia atau pelanggaran hak 
asasi manusia lainnya sehingga AICHR dapat menjadi sebuah lembaga intra regional yang 
tidak hanya mempromosikan hak asasi manusia, tetapi juga dapat memayungi isu hak asasi 
manusia di wilayah Asia Tenggara dan mengambil tindakan tegas yang diperlukan. 
 
Penanggulangan Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya melalui 
Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) 
 
Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perdagangan manusia. 
Dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia yang secara langsung terjadi di 
subwilayah Mekong Raya, negara-negara yang berada di dekat sungai Mekong menjalin 
sebuah kerja sama komprehensif. Kerja sama yang dilakukan di subwilayah ini pada awalnya 
merupakan sebuah kerja sama yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan dan 
fokus pada berbagai isu yang terjadi di subwilayah tersebut. Akan tetapi, peningkatan 
jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi di subwilayah Mekong Raya pada akhirnya 
mencetuskan sebuah inisiatif kerja sama yang lebih fokus pada penanggulangan 
perdagangan manusia. Oleh karena itu, Coordinated Mekong Ministerial Initiative against 
Trafficking (COMMIT) dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan pembentukan The Greater 
Sub-Mekong Region (GMS) atau Subwilayah Mekong Raya.  
 
Dikarenakan kasus perdagangan manusia yang terjadi di subwilayah Mekong Raya, 
COMMIT menjadi sebuah aliansi resmi yang diprakarsai oleh pemimpin dari enam negara 
yang berada di sekitar Sungai Mekong dan tergabung dalam kerangka the Greater Mekong 
Subregion. COMMIT memiliki tujuan untuk memerangi dan menanggulangi perdagangan 
manusia serta menciptakan sistem kerja sama lintas batas yang efektif dalam menghadapi 
perdagangan manusia yang terjadi di subwilayah tersebut (The Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2010). Penanggulangan perdagangan 
manusia merupakan sebuah tantangan yang sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, 
pembentukan COMMIT dianggap sebagai sebuah kerangka inisiatif dan institusi subwilayah 
yang kemudian dapat dijadikan sebagai langkah awal yang baik untuk memerangi 
perdagangan manusia sebagai sebuah kejahatan terorganisir transnasional. Perdagangan 
manusia merupakan sebuah isu yang kompleks dan penanggulangannya memerlukan 
berbagai pendekatan, maka dari itu, COMMIT tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan 
dan memperkuat kerja sama transnasional dan regional untuk memerangi perdagangan 
manusia, tetapi juga membangun pendekatan regional yang lebih bersifat holistik dan dapat 
mencakup berbagai aspek, serta meningkatkan kapasitas nasional masing-masing negara. 
 
Pemberantasan perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan terorganisir 
transnasional mungkin tidak akan pernah selesai hingga ke akarnya. Akan tetapi, 
penanggulangan perdagangan manusia yang dilakukan oleh COMMIT dapat 
dipertimbangkan sebagai sebuah keberhasilan, walaupun menurut data yang telah 
dikumpulkan oleh United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP), 
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perdagangan manusia yang terjadi di subwilayah Mekong Raya masih berlangsung hingga 
sekarang ini. Jumlah kasus perdagangan manusia tidak dapat dijadikan acuan keberhasilan 
penanggulangan isu ini. Meskipun jumlah kasus atau pun korban perdagangan manusia di 
dalam subwilayah Mekong Raya masih dinilai tinggi, dapat dikatakan bahwa kerangka kerja 
sama yang ada di dalam COMMIT mengalami kemajuan dalam memerangi perdagangan 
manusia karena terjadi peningkatan dalam beberapa hal yaitu: sistem hukum di masing-
masing negara yang tergabung dalam COMMIT, kerja sama antar aktor untuk 
menanggulangi perdagangan manusia, penetapan prosedur standar dalam pertukaran 
informasi dan intelijen untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, penegakan 
hukum terhadap pelaku, serta pemberian dukungan dan perlindungan terhadap korban 
perdagangan manusia. 
 
Kerangka Kerja Sama untuk Menanggulangi Perdagangan Manusia sebagai 
Kejahatan Terorganisir Transnasional 
 
Dengan melihat hal-hal yang telah dicapai dari pembentukan COMMIT sebagai sebuah 
bentuk kerja sama yang terjalin di antara negara-negara yang terletak di dekat Sungai 
Mekong, dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah bentuk kerja sama yang baik antar 
negara dalam menanggulangi perdagangan manusia di tingkat subregional. Diskusi terkait 
perdagangan manusia tidak dapat dilepaskan dari isu hak asasi manusia (Obokata, 2006), 
karena perdagangan manusia merupakan sebuah pelanggaran besar terhadap hak asasi dan 
kebebasan individu. Oleh karena itu, walaupun dipandang sebagai kerangka kerja sama yang 
lebih bersifat subwilayah, COMMIT menyatakan pentingnya kerja sama regional dalam 
menanggulangi perdagangan manusia serta menjalankan komitmen terhadap standar 
internasional hak asasi manusia yang meliputi dan tidak terbatas pada: The United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime and its Protocol to Prevent, Suppress 
and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and the United Nations 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 
 
Keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh COMMIT dalam menanggulangi 
perdagangan manusia dapat dijadikan sebagai dasar model kerja sama yang dilakukan di 
tingkat yang lebih luas dan tidak hanya terbatas dalam kawasan Asia Tenggara, tetapi juga 
untuk kawasan lain atau tingkat global (UNIAP, 2007). Di tingkat regional Asia Tenggara, 
tentu saja ASEAN telah memiliki Plan of Action yang dijadikan sebagai pedoman untuk 
menanggulangi perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak. Akan tetapi, dengan 
melihat pencapaian yang dilakukan oleh COMMIT dan dengan mempertimbangkan lima 
dari enam negara yang tergabung dalam COMMIT merupakan negara anggota ASEAN, 
kerangka kerja sama penanggulangan perdagangan manusia yang dilakukan dalam 
COMMIT mungkin dapat dipertimbangkan untuk implementasikan juga sebagai bagian dari 
ASEAN Plan of Action untuk menanggulangi perdagangan manusia di Asia Tenggara. Selain 
itu, sebagai sebuah kejahatan terorganisir transnasional, kerja sama untuk menanggulangi 
perdagangan manusia dapat juga dipertimbangkan untuk dilakukan di dalam kerangka 
komunitas keamanan dan politik ASEAN karena kejahatan terorganisir transnasional 
merupakan sebuah isu keamanan non-tradisional. Selain itu, dikarenakan perdagangan 
manusia merupakan isu yang terkait erat dengan hak asasi manusia, keberadaan AICHR 
yang berfungsi sebagai institusi intra regional untuk hak asasi manusia mungkin dapat 
dioptimalkan dengan mandat yang tidak hanya mempromosikan hak asasi manusia, tetapi 
juga pengambilan tindakan tegas dalam melindungi hak asasi manusia korban perdagangan 
manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. 
 
Kerangka kerja sama yang terjalin di dalam COMMIT untuk menanggulangi perdagangan 
manusia yang juga dapat diusulkan untuk kerja sama regional atau pun subregional lainnya 
adalah membangun, meningkatkan, dan memperkuat kerja sama dengan aktor-aktor non 
negara. Salah satu faktor yang dianggap sebagai keberhasilan dalam kerja sama 
Regional Governance  untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional: 
Kerja Sama Penanggulangan Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong dalam Coordinated 
Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) 
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penanggulangan perdagangan manusia di dalam COMMIT adalah keberadaan gugus tugas. 
Gugus tugas yang ada di dalam COMMIT memiliki kemitraan yang aktif dengan institusi lain 
yang juga berperan dalam penanggulangan perdagangan manusia, melaksanakan program-
program di setiap negara yang berada di subwilayah Mekong Raya, serta melakukan 
pendekatan yang lebih bersifat inovatif dan holistik untuk mengatasi perdagangan manusia. 
Melalui kerja sama yang dilakukan di dalam kerangka COMMIT, negara-negara yang 
tergabung di dalamnya dapat mengenali kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh 
karakteristik kejahatan terorganisir transnasional, terutama dalam kasus perdagangan 
manusia. Oleh karena itu, negara-negara ini menyadari perlunya memiliki respons 





Penanggulangan isu perdagangan manusia sebagai sebuah kejahatan terorganisir 
transnasional bukan merupakan sebuah tugas yang mudah. Kerja sama yang komprehensif 
menjadi satu cara yang perlu diupayakan dan tidak hanya terbatas dilakukan oleh aktor 
negara, tetapi juga meliputi aktor non negara di tingkat nasional, regional, karena 
perdagangan manusia merupakan sebuah isu yang sangat kompleks, memerlukan berbagai 
pendekatan, serta sulit untuk ditanggulangi oleh satu aktor saja. Keberhasilan dan 
pencapaian yang diraih dalam suatu kerangka kerja sama dalam mengatasi perdagangan 
manusia dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk direplikasi dan diimplementasikan di 
dalam sub wilayah atau regional lainnya. Selain itu, karakteristik perdagangan manusia 
sebagai sebuah kejahatan terorganisir transnasional juga tetap harus dipertimbangkan 
supaya metode yang efektif, pendekatan yang inovatif, dan tindakan tegas dapat 
diaplikasikan untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, atau pun isu 
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